
1. Undang Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Liogkuogan Propiosi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud deism huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten 
Jepara. 

b. bahwa guna efek.tifitas dan peningkatan pelayanan 
bidang perikanan kepacla masyarakat maka perlu 
meniojau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 
Tahuo 2016 sebagaimana dimaksud deism huruf a, 
untuk disesuaikan; • 

a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 
Peraturan Daerah Kabupateo Jepam Nomor 14 Tahun 
2016 teotang Pembentukao dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinae Perikanan Kabupaten Jepara; 

Meninmbang 

BOPATl JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEROBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDlJDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TOGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN JEPARA 

TENT ANG 

BUPATI JEPARA 
PROVlNSlJAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATIJEPARA 
NOMOR 40 TAHUN 2019 



8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tabun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikiman Kabupaten 
Jepara. 

7. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dao Susunan Perangkat 
Daerab (Lembarao Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang 
Pedoman Nomeoklatu.r Perangkat Daerah dan Unit 
Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang Melaksa.nakao Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perlkanao 
[Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 
1327); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pe.rangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndon.esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan undang-un.dangNomor 9 Tabun 2015 
tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintab Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5679); 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5494); 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu:ran Perundang-undaogan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahao Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



tJntu.k meoyeleoggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 7, 
Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. pengkcordtnasian kegiatan cir liogkungan Dinas Perikaoan; 

Pasal8 

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi.sebagai berikut: 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana teroantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 
(1) susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari: 

1. Kepala; 
2. Sekretariat, yang membawa.bi 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangao; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiao .. 

3. Bidang Perikanan Taogkap, yang membawahi: 
a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan tangkap; 
b. Seksi Kelembagaao Dao Peogelolaao Sumberdaya. 

4. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi : 
a. Seksi Peogembangan Produksi dan Usaha Budidaya; 
b. Seksi Pengembaogan Kawasan Dao Llngkuogan Budidaya. 

5. Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Rasil Perikanan, yang 
membawahi: 
a. Seksi Pengembangan Usaha; 
b. Seksi Peningkat.an Mutu dan Diversiflkasi Produk, 

6. UPTD; 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

l. Ketentuao Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dala.m Peratu.ran Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Perikanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor 47) diubah, sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEJRUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHON 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERlKANAN 
KABUPATEN JEPARA 

Meoetapkan 

MEMUTUSKAN: 



lJntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegjatan dan pengendalian program kerja dan 

Keuangan; 
b. perencanaan keuangan Dinas; 
c. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung; 
d. pelaksanaan kegiatan perbendabaraan mellputi pembukuan, 

verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja 
langsung clan tak Jangsung; 

e. penyusunan laporan perhitungan dan pertaoggungjawaban keuangan; 
f. pelaksanaan koordinasi seca:ra internal di lingkungan unit kerja; 
g. pelaksanaan clan pengkoordmasian pengelolaan admioistrasi 

keuangan clan akuntansi Dinas; 
h. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasoya; 
i, pengkoordinasian penyiapan baban perumusan kebijakan teknis 

dibidang keuangan; 
j. penyusunan dan mengkoordinasikao penyusunan Reocana Strategjs, 

Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran clan Laporao 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; 

k. pelaksanaan peoyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah. dan laporan-laporan insidentil; 

I. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian 
data clan menyiapkan baban laporao kinerja Dinas serta menyusun 
baban pembinaan organisasi clan tatalaksana; 

m. peayusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
n. peogkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

biclang Perencanaan Keuangan· clan program kegiatan, penelitian dan 
membu.at pelaporan kegiatan Dinas; 

Pasal 11 

3. Keteotuan Pasal 11 diubab, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

b. pengkoordinasian clan penyusunan rencana dan program kerja di 
lingkungan Dinas Perikanan; 

c. pembinaan clan pemberian dukungan administrasi yang mehputi 
keuangan, hukum, hubuogan masyarakat, .ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi. di 
lingkungao Dinas Perikanan; 

d. pengkoordinasian clan penyusunan peraturan perundang-undangan di 
lingkungan Dinas Perikanan; 

e. peogkoordinasian pelaksanaan sistern pengendalian intern 
pemerintah (SPJP) dan pengelolaan infonnasi dan dokumentasi; 

f. peoyeleoggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan.Dinas Perikanan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan 
sesuai tugas clan fungsinya. 



• 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang; 
b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dioas; 
c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi edministrasi umum, 

surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 
d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas; 
e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; 
I. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas; 
g. pengurusan mutasi, dildat, kesejahteraan pegawai, bak dan kewajiban 

pegawai; 
h, pelaksanaan tu gas pembinaen administrasi umum dan kepegawaian; 
i. pelaksanaankoordinasi secara internal.di liogkungan unitkerja; 
j. pe]aksanaan kehumesen dan keprotokolan; 
k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Um um dan kepegawaian; • 
l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya 

untuk menyeleseikan maselab sesuai liogkup tugasnya. 
m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya. 
n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 

bidang tugasnya; 
o. pelaksanaan pernbinaan, penilaian dan evaluasi kioerja bawahannya 
p. pelaksanaan tugas kedinesen lain yang diberikan oleh, Pimpioan 

sesuai dengan tugas dan fungainya, 

Pasal 13 

4. Keteotuan Pasal13 diubah, sehlogga berbunyi sebagai berikut: 

o. pemberian saran, pendapat dan perlimbangan kepada atasannya 
untuk menyelesailcan masalab sesuai lingkup tugasnya; 

p. pengkoordioesien pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai 
.lingkup tugasnya; 

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja 
sesuai lingkup tugasnya; 

r. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; 

s. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi k:ioerja bawahannya; 
t. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi ; 
u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpioan 

sesuai dengan tugas dan fungsioya. 



Untuk menyeJenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daJem Pasal 19, 
Seksi Kelembagean Dan Pengelolaan Sumberdaya mempunyai fungsi ; 

Pasal 20 

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehlngga berbunyi sebagai berikut ; 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai fuogsi : 
a. Pelaksanaan pengembangao produksi perikanan tangkap; 
b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data produksi nelayan 

dan sarana perikanan tangkap; 
c. Pelaksanaan inventarlsasi dan ideotifikasi kebutuhan prasarana 

perikanan tangkap; 
d, Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana 

perikanan tangkap; 
e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya; 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Produksi 

Perikanan Tangkap; 
g. peJaksanean tugas kedinasao lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1), Bidang Perilcanan Tangkap mempunyai fungal: 
a. perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya ; 
b. perumusan sasaran program kegiatan perilcanan tangkap sebagal 

pedoman pelaksanaan tugas; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perlkanan tangkap 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
d. pelaksanakan pembinan sumberdaya nelayan; 
e. pelaksaoakan pengendallan dalam penggunaan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap; 
f. pelaksanakan pengembangan teknologi, produksi dan usaha 

perikanan tangkap; 
g. penghimpunan dan peogolahan data perikanan tangkap: 
h. pelaksanaao koordinasi daJam kegiatan pengendalian dan 

pengawasan sumber daya ikan; 
i. penyajian bahan kebijakan Setiap pimpinan satuan organisasi ; 
j. penyelenggaraan kegiatan adnrlnistrasi Bidang Perikanan tangkap; 
k. pelaksanaan fuogsi kedinasao lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehlngga berbunyi sebagai berikut : 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 24, 
Seksi Peogembangan Produksi clan .Osaba Budidaya m.empunyai fungsi : 
a .. _penyusunan rencana, pro~, pembinaan dan penyuluban 

dibidang di bidang usaha budidaya ikan; 

Pasal 25 

9. Keteotuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Dalam melsksanakan tugas sebagaimana dimaksud deism Pasal 21 ayat 
(1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyaifungsi: 
a. pela.ksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai 

peraturan perundang-undangan; 
b. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan 

ikan sesuai peraturan perundang-undangan; 
c. Pelaksanaan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya; 
d. Penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang perikanan 

budidaya; 
e. Perencaoaan evaluasi dan penyediaan data di bidangnya; 
f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknia produksi clan usaha 

budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, kesebatan ikan, 
dan lingkungan budidaya; 

g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya; 
b. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perikanan 

Budidaya; 
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb Pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a. pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan 
clan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan 
nelayan kecil. 

b. Pengumpulan data, identifikasl, analisis, penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
faailitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan; 
d. Pelaksanaan. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumber 

day a; 
e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya; 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kelembagaan Dan 

Pengelolaan Sumberdaya; 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaoa dimaksuddalam Pasal 26, 
Seksi Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya mempunyai 
fungsi: 
a. Perumusan reneana dan program penjabaran kebijakan teknis 

pengembangan kswasan budidaya; 
b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan 

dan pelaksnaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

c. Pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan dan penggunaan 
prasarana kawasan budidaya; 

d. Pelaksanaan rebabilitasi dan pengembangan kawasan budidaya; 
e. Pelaksanaan penyusunan st.andart dan prosedur pengelolaan 

lingkungan budidaya; 
f. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, bimbiogan teknis, dibidang 

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; 
g. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kesehatan lkan dan 

lingkungan, pemantauan dan pengendalian residu, obat ikan, kimia 
clan bahan biologi lingkungan budidaya; 

h. Penyelenggaraan kegiatan administraai seksi pengembangan kawasan 
dan liogkungan budidaya; 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberlkan oleh Pimpioan 
sesual tugas dan Iungsioya. 

Pasal 27 

10. Ketentuan Pasa127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
pengelolaan air dan Jahan uotuk pembudidayaan ikan; 

c. Pengumpulan data, identi6kasi, analisis, penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
pembinaan cara perobenihan dan pembesaran ikan, yang baik; 

d. Penyediaao benih ikan, caloo induk dan induk ikan yang bermutu, 
dan pelestarian calon ioduk/benih ikan; 

e. Pembinaao mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan 
pembudidaya ikan; 

f. Pemberdayaan dan pembinaao kelembangaan dan usaha 
pembudidayaan ikan; 

g. Pendampingan teknologi dan pengembangan produksl pembudidayaan 
ikan; 

.h. Penyedlaan data statistik perikanan budidaya; 
i. penyelenggaraan kegiatan administraai Seksi ; 
j. pelaksanaan 'tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai togas dan fungsinya. 



(1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu HasiJ Perikanan terdiri dari.: 
a. Seksi Pengembangan Usaha; 
b. Seksi Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk. 

Pasal30 

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Usaha 
dan Peningkatan Mutu HasiJ Perikanao; 

b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan 
usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan 
mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan 
hasiJ perikanan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang 
pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi 
produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promoei, kerjasama di 
bidangpengolaban ha.siJ perikanan; 

d. pembioaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang 
pengembangao usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi 
produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di 
bidang pengolahan basil perikanan; • 

e. pemantauan, evaluasl dan pelaporan kebijakan pemerintah bidaog 
pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi 
produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di 
bidang pengolahan hasil perikanan; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang chberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 

Untuk. menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
Bidang Usa.ha dan Peningkatan Mutu HasiJ Perikanan mempunyai fungsi 

Pasal 29 

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Bidang Usa.ha dan Peningkatan Mutu Basu Perikanan mempunyai 
tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 
pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 
pengembangan usaha perikanan, diversifikasi produk, peningkatan 
mutu dan keamanan hasil perikanan. 

(2) Bidang Osaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
setiap pimpinan satuan organisasi perikanan. 

Pasal 28 

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Untuk menyelenggarakan tugas 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Seksi Peningkatan Mutu Dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi: 

Pasal 34 

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sebingga berbunyi sebaga.i berikut: 

Seksi Peningkatan Muto Dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapao bahan perumusan, pengkoordinaslan, 
pelaksanaan, fasilitasi, _pemantauan, evaluasi serta pelaporan roeliputi 
peningkatan mutu dan keamanan pangan, pengembangan diversifikasi 
produk dalam rangka roeningkatkan daya saing produk perikanan. 

Pasal 33 

16. Ketentuao Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebag'ai berikut: 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
Seksi Peogembangan Usaha mempunya.i fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 

peogembangan usaha perikanan; 
b. pelaksanaan proroosi dan perluasan pasar basil perikanan; 
c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi akses teknologi usaha 

perikanan; 
d. pelaksanaan pembinaan dan faailitasi akses permodalan usaha 

perikaoan melalui Jembaga keuangan perbankan dan non perbankan; 
e. penyiapan bahan dan melaksaoakan edukasi peningkatan konsumsi 

hasil perilcanan; 
f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan 

investasi dan kemiteraan usaba _perikanan; 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan rungsinya. 

Pasal 32 

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan bertugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporao meliputi kemiteraan dan pengembangan usaha 
perikanan. 

Pasal 31 

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 



EDY SUAJTMIKO 
SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 40 

SEKRE'I'ARlS DAERAH 

7~PARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 September 2019 

Plt.BUPATI JEPARA, 
W BUPATI 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 September 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Ini dengan penempatannya da1am Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

a. penyiapan bahan _pembinaan mengenai optimalisasi pengolahan basil 
perikanan; 

b. penyiapan bahan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan 
tun tu tan pasar; 

c. penyiapan bahan data dan informasi mengenai pengolahan basil 
perikanan; 

d. penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk 
meningkatkan mutu Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) 
produk perikanan; 

e. penyiapan bahan analisis usaha diversilikasi produk perikanan; 
f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan dlversifikasl 

produk; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasipennodalan 

dan pengembangan usaha difersifikasi produk perikanan; 
b. pembuatan Japoran pelaksanaan tugas dan fungsinnya; 
I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ptmpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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